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Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo 

di tempat 
 

Sehubungan dengan surat, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Nomor 180 

/418/HK, tanggal 14 Maret 2023, perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan 

Pemantapan Konsepsi Ranperda. Bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan peraturan daerah yang Saudara sampaikan 

dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 
 

 
Kepala Kantor Wilayah, 

 
 
 

 
A.Yuspahruddin 
NIP 196305281985031002 

 

 
 
 

Tembusan Yth: 

1.    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2.    Sekretaris Jenderal; 
3.    Inspektur Jenderal; dan 
4.    Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 
Surat Kepala Kantor W ilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 

NOMOR       :   W.13-PP.04.02- 162 

TANGGAL   :   28 Maret 2023 
 

 
 

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  TENTANG PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

1. Konsiderans 

Dikarenakan terdapat kewenangan atribusi dalam rancangan peraturan daerah ini, 

sehingga konsideran menimbang harus memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, 

sehingga perlu ditambahkan konsideran filosofis dalam raperda ini dikarenakan baru 

terdapat unsur sosiologis dan yuridisnya. 

2. Dasar Hukum (Mengingat) 

Sudah sesuai. 

3. Batang Tubuh 

a. Pasal 1 

Tambahkan definisi “Menteri” dikarenakan muncul beberapa kali dan agar tidak 

menimbulkan kerancuan dengan menteri lainnya, bahwa yang dimaksud dalam 

raperda ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang keuangan negara. 

b. Pasal 5 ayat (1) 

Frasa “peraturan bupati” diubah menjadi “Penetapan Bupati”. 

c. Pasal 6 ayat (3)  

− Apakah ini pembatasan?apakah penegasan terhadap objek bangunan? 

− Huruf f, jika galangan kapal dan dermaga tidak ada, tidak perlu 

dicantumkan. 

− Huruf h, frasa ditetapkan oleh peraturan bupati diubah dengan “ditetapkan 

dengan keputusan Bupati”, sesuaikan dengan isntrumen hukum yang 

biasa dipakai untuk dasar hukum penentuan NJOP tertentu. 

d. Pasal 8  

− ayat (3), Penulisan rupiah disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan setelah “Rp” tanpa tanda titik dan spasi ,“Rp10.000.000,00””. 

− Ayat (8) 

e. Pasal 13 ayat (4) huruf c 

− Frasa “Peraturan Menteri yang membidangi keuangan” cukup ditulis 

“Peraturan Menteri” setelah Menteri dimasukkan dalam ketentuan umum. 

f. Pasal 15 ayat (5) 

− Frasa “yang” diubah menjadi “yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang”. 

g. Pasal 21 ayat (1) 

Berikan konjungsi setelah huruf a. 

h. Pasal 22 ayat (2) huruf e 

Sebutkan langsung apa yang menjadi muatan lokal atau kebijakan kabupaten 

wonosobo terkait konsumsi tenaga listrik lainnya. 



 

i. Pasal 25 

− Disarankan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

j. Pasal 27 ayat (2) 

Frasa “yang bersangkutan” dihapus. 

k. Pasal 32 ayat (3) 

− Frasa “Peraturan Kepala Daerah” diubah menjadi “Peraturan Bupati”. 

l. BAB V Pasal 67 sampai dengan Pasal 174 

− Rumusan dibuat secara umum dan global untuk menghindari apabila terjadi 

perubahan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga meminimalisir 

perubahan dalam perda ini, selain itu untuk menghindari pengulangan 

rumusan. 

− Cara menghitung besaran retribusi terutang dan perubahan tarif rertibusi 

dirumuskan dalam satu bagian. 

− Sesuaikan tata cara tulis sesuai dengan hasil rapat dan  catatan dalam 

raperda. 

m. Pasal 175 ayat (3) 

− Dalam UU No.1 tahun 2022 tentang HKPD, mengatur bahwa tata cara 

pemungutan pajak dan retribusidi delegasikan ke PP sehingga dalam 

raperda ini dapat langsung mengacu ke PP atau tetap menyusun Peraturan 

Bupati. 

n. Pasal 178 

− Cek kembali acuan pasalnya. 

o. Secar umum cek kembali seluruh urutan Pasal per pasal. 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

A.Yuspahruddin 

NIP 196305281985031002 
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